WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 456 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat :

KOTA BANJARMASIN SEMESTER II TAHUN 2020

WALI KOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu ditetapkan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin Semester II Tahun 2020 ;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 ) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



10.

11.

12.

Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
;sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tecntang Pcmbcentukan dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) ;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15) ;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Semester
II Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,
Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV,
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Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII,
Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXIi,
Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran
XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX,
Lampiran XXX, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota
ini.

: Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan
pengelolaan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin selaku pengguna barang sesuai ketentuan
yang berlaku.

: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi

atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 September &
WALI KOTA BANJARMASIN,
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